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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/30/KU.01/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TAHUN ANGGARAN 2020

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu ditunjuk
Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020.

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2019.

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 Tahun 2005, tentang Sistim Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-24/PB/2006 Tahun 2006, tentang pelaksanaan
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. MA. Sek/210.A/SK/VI1/2006 Tahun 2006
tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah.

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-
005.01.2.401990/2020 dan Nomor SP DIPA-005.04.2.401991/2020, tanggal 12 November 2019.

5. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI. Nomor 65/PA/SK/ X11/2019,
tanggal 02 Desember 2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
pada Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MUARA
LABUH TAHUN ANGGARAN 2020.

Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor. W3-
A9/66/KU.01/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan
Keputusan Nomor W3-A9/30/KU.01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020.

Menunjuk Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan
Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

' apkan di : Muara Labuh

P ﬁ'ﬁ\@ggal - 02 Januari 2020
=K Uy Pengguna Anggaran,
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Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh

Nomor : W3-A9/30/KU.01/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Muara Labuh
Tahun Anggaran 2020
No Nama / NIP Jabatan Tim Besaran Honorarium (Rp).
1 2 3 4
1 Darnialis, S.Ag. Kuasa Pengguna Anggaran / 750000
19651113 199401 2 001 Pejabat Pembuat Komitmen '
2 Hafniati Pejabat Penguji SPP dan 650000
19670815 199203 2 003 Penandatangan SPM '
Willia Hesti Sari, SE.
3 19850323 201101 2 019 Bendahara Pengeluaran 600.000
4 Drs. Nurfadhil Staf Pengelola Keuangan/Bendahara 375.000
19660718 199403 1 003 Penerima/Pengelola PNBP )
Syafrizal
5 19650911 199303 1 004 Staf Pengelola Keuangan/PPABP 375.000
Warliati
6 19620326 198603 2 001 Staf Pengelola Keuangan 375.000

: —
lis, S. Ag.

ra Labuh, 02 Januari 2020
Pengguna Anggaran,

9651113 199401 2 001
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Lampiran 11 . Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor : W3-A9/30/KU.01/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Muara Labuh

Tahun Anggaran 2020.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TAHUN ANGGAAN 2020

Penguji SPP / Penandatangan SPM Bendahara Pengeluaran
Hafniati Willia Hesti Sari, SE.
NIP. 19670815 199203 2003 NIP. 19850323 201101 2 019
Staf
Warliati Syafrizal Drs. Nurfadhil

NIP. 19620311 198603 2 001 NIP. 19660718 199401 1 003
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: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh

Nomor : W3-A9/30/KU.01/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Muara Labuh
Tahun Anggaran 2020.

TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TAHUN ANGGAAN 2020

1. Kuasa Penggunaa Anggaran :

e Melakukan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

e Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
keuangan.

e Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ).

e Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeularan, sekurangnya 3 bulan sekali.

e Membuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peundang-undangan yang berlaku.

e Membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya
pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA.

2. Pejabat Penandatangan SPM/Penguji SPP :
e  Menyuji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung dari PPK.
e Menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan.
e  Menerbitkan SPM.
e Menyimpan dan menjaga keuatuhan seluruhan seluruh dokumen hak tagih.
e Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.
e Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP dan TUP pada Kartu Pengawasan
DIPA.
e Menyampaikan Laporan Bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA.

3. Bendahara Pengeluaran :
e Mengelola Uang Persediaan dan LS Bendahara.
e Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannnya.
e Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan petintah PPK.
e Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan.
e Memungut pajak dan menyetor pajak ke Bank Persepsi.
e Menyampaikan LPJ
e Bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya.

4. Staf:

e Menerima dan mengagendakan surat penerimaan pajak dan surat setor pajak sesuali
ketentuan yang berlaku.

e Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari bendahara sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali.

e Membukukan setiap transaksi kedalam Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank,
Buku Panjar, Buku Bantu Pajak dan Buku Wasbid.

e Melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti
pembayaran pajak.

e Membuat bukti potong pajak penghasilan Ps.21 sesuai dengan peraturan perpajakan.



e Menerima dan mengumpulkan SPM dan SP2D untuk dicatat dalam Buku Kendali untuk
diimput dalam aplikasi keuangan sebagai bahan laporan tahunan.

e Menerima dan mempelajari data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku.

e Membuat Laporan Realisasi Anggaran.

abuh, 02 Januari 2020
gguna Anggaran,

— N



